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1.1. LATAR BELAKANG 

 

Dalam rangka penyelenggaraan P emerintahan Kecamatan disusun 

suatu perencanaan pembangunan yang berasal   dari perencanaan 

pembangunan Desa/Kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Purwodadi. 

Sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan Kecamatan 

Purwodadi mempunyai kewenangan  dalam hal menentukan  dan 

melaksanakan  kebijakan  menurut  prakarsa  sendiri  berdasarkan  aspirasi 

masyarakat  mulai  dari  perencanaan,   penganggaran  dan  pelaksanaan, 

pengawasan  serta  evaluasi.   Oleh  karena  itu,   dalam  implementasinya 

pelaksanaan pembangunan yang terencana dan sinergis  dengan 

perencanaan pemerintahan yang lebih tinggi dengan tidak menghilangkan 

nilai kekhasan setiap daerah yang dalam hal ini tertuang pada Undang-undang 

Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

(SPPN) mengamanatkan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

(RPJP) yang juga dijabarkan dalam    Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 

Tentang Tata Cara Perencanaan , Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencanan 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengh Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan 

Rencanan Kerja Pemerintah Daerah. 

Renja perubahan  Kecamatan Purwodadi memuat indikasi daftar program 

yang akan dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan dimaksud secara 

terencana dan bertahap melalui sumber pembiayaan APBD dengan mengacu 

pada tugas pokok dan fungsi yang dibebankan Pemerintah Kabupaten 

Pasuruan pada Satuan Kerja yang bersangkutan. 

Perumusan Rencana Kerja Kecamatan Purwodadi tidak lepas dari 

pengamatan potensi daerah yang dimiliki oleh Kecamatan Purwodadi. 



Pengembangan dan pemantapan potensi yang meliputi potensi sumber daya 

alam dan sumber  daya manusia terus dikembangkan guna peningkatan taraf 

hidup dan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Purwodadi pada khususnya 

dan Kabupaten Pasuruan pada umumnya, sebagaimana diagram dibawah ini : 

Perumusan tujuan & sasaran rencana kerja OPD 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

1.2. LANDASAN HUKUM 

 

Rencana Kerja OPD Kecamatan Purwodadi disusun atas dasar: 

1. Undang-Undang Dasar republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1945 tentang 

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan 

daerah provinsi itu di bagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap provinsi, 

kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintah daerah, yang diatur 

dengan undang-undang;  

2. Undang-Undang   Republik Indonesia Nomor   12   Tahun   1950   tentang   

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa 

Timur; 

3. Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,Kolusi dan 

Nepotisme (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Inodonesia Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Republik 

Indonesia Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara republik Inodonesia Nomor 

4700); 
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5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  24  Tahun  2007  tentang  

Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara republik Inodonesia Nomor 4723); 

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  26  Tahun  2007  tentang  

Penataan Ruang  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 

68, Tambahan Lembaran Negara republik Inodonesia Nomor 4725); 

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  12  Tahun  2011  tentang  

Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan  (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara republik 

Inodonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 

143,Tambahan Lembaraan Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  23  Tahun  2014  tentang  

Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244 

Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara republik Inodonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapakali  terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaraan Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

9. Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Inodonesia Nomor 6757); 

10. Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Tahun 2022 

Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Inodonesia Nomor 6841); 

11. Peraturan  Pemerintah Republik Indonesia Nomor  8 Tahun 2008 tentang 

tahapan, Tata Cara penyusunan, pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan 

Rencana pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4817);  

12. Peraturan  Pemerintah Republik Indonesia  Nomor  18  Tahun  2016  tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 



Pemeintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6402);  

13. Peraturan  Pemerintah Republik Indonesia  Nomor  12  Tahun  2017  tentang 

Pembinan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintah Daerah  (Lembaran 

Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6047);  

14. Peraturan  Pemerintah Republik Indonesia  Nomor  12  Tahun  2019  tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);  

15. Peraturan  Presiden  Republik Indonesia  Nomor  87  Tahun  2014  tentang 

Peraturan Pelaksaanan Undang-Undang Nomor12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan  (Lembaran Negara Tahun 

2014 Nomor 1990); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 

Nomor 76 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ataas Peraturaan Presiden 

Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaaan Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);  

16. Peraturan  Presiden  Republik Indonesia  Nomor  60  Tahun  2019  tentang 

Percepatan Pembangunan Ekonomi di KawasanGresik - Bangkalan-

Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-

Semeru, serta kawasan selingkar Wilis dan Lintas Selatan  (Lembaran 

Negara Tahun 2019 Nomor 225);  

17. Instruksi Presiden Republik IndonesiaNomor 9 Tahun 2000 tentang 

Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional; 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2006 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 

tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah 

sebagaimana telah diubah atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 

Tahun 2011 tentang  Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalaam Negeri 

Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan 

Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 927); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 

tentang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telaah diubaah 



dengan Peraturaan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomorc 120 

Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Rancangan Peraturan Daerah 

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembaungan 

Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah  (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 

tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal; 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 

tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

24. Kepmendagri 900.1.15-5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas 

Keputusan Menteri dalm Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang 

Hasil Verifikasi, Validasi  dan Inventarisasi Pemutakhiraan 

Kalsifikasi,Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 

Keuangan Daerah;  

25. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana 

Pembangunan Daerah (RPD) Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-

2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomorv12); 

26. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024;  

27. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 62  Tahun 2023  tentang Rencana 

Strategis  Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026.  

 

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN 

             Maksud  penyusunan  Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat 

Daerah (Renja OPD) Kecamatan Purwodadi adalah untuk memberikan arah 

penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik, tepat sasaran, tepat waktu dan 

tepat anggaran serta dalam rangka kelanjutan pelaksanaan pembangunan 

pada tahun 2024 sehingga secara bertahap dapat mewujudkan cita-cita 

masyarakat Kecamatan Purwodadi dan guna pencapaian tujuan yang lebih 

besar yakni tercapainya visi Kabupaten Pasuruan. 

Sedangkan tujuan penyusunan P e r u b a h a n  Renja Perangkat Daerah 

Kecamatan Purwodadi adalah sebagai berikut: 



1.  Perubahan Renja Perangkat Daerah disusun untuk menjamin keterkaitan 

dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan 

pengawasan pembangunan daerah. 

2. Perubahan Renja Perangkat Daerah disusun untuk mengetahui tingkat 

keberhasilan pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan 

dalam  mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskan untuk menjamin 

terwujudnya visi Kabupaten Pasuruan di Kecamatan Purwodadi. 

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN 

 

          Renja  perubahan Perangkat Daerah  Kecamatan  Purwodadi disusun  

dengan  sistematika  penulisan sebagai berikut: 

BAB I  :  Pendahuluan 

1.1     Latar Belakang 

1.2     Landasan Hukum 

1.3     Maksud dan Tujuan 

1.4    Sistematika Penulisan 

BAB II :  Evaluasi Renja sampai dengan triwulan II tahun 2024 

2.1 Evaluasi Hasil Renja 2024 Triwulan  II 

2.2 Isu-isu Aktual Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 

BAB III : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah 

3.1. Tujuan dan Sasaran Perubahan renja Perangkat Daerah 

3.2. Program,Kegiatan dan Sub kegiatan 

BAB IV:  Penutup 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024 

 

2.1 Evaluasi Hasil Renja 2024 Triwulan II 

Perubahan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Purwodadi Kabupaten 

Pasuruan adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis 

Perangkat Daerah Kecamatan Purwodadi Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-

kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan 

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk 

perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau 

kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan yang 

ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara 

periodik.   Terkait dengan hal tersebut perubahan renja Perangkat Daerah 

Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan ini menyajikan dasar pengukuran 

kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih 

atau dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kecamatan Purwodadi sampai dengan 

triwulan II tahun 2024 yang dijabarkan melalui tabel sebagai berikut berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Secara umum, pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Purwodadi sampai 

dengan triwulan dua tahun 2024, telah dilaksanakan sesuai dengan renja  dan 

renstra yang telah ditetapkan. Di dalam perjalanan selama pelaksanaan 

pekerjaan, dijumpai pula beberapa hambatan dalam pelaksanaan kegiatan.  

Beberapa hambatan  umum yang dijumpai adalah sebagai berikut : 

a. Masih baru dalam penggunaan aplikasi SIPD RI sehingga banyak kendala 

dalam penyerapan anggaran  

b. Keterbatasan data dan informasi yang diperlukan bagi perencanaan 

pembangunan; 

c. Belum optimalnya kemampuan sumber daya manusia dalam perencanaan 

pembangunan daerah; 

d. Belum optimalnya koordinasi dalam perencanaan pembangunan yang 

menyebabkan rendahnya keterpaduan dalam fungsi perencanaan, monitoring 

dan evaluasi pelaksanaan pembangunan; 

e. Belum dipahaminya secara utuh tentang outcome yang ingin dicapai dari setiap 

program, sehingga masih adanya kesulitan merealisasikan sasaran program 

menjadi output kegiatan yang menunjang efektifitas program/kegiatan. 

f. Perlunya peningkatan komitmen dan pemahaman untuk mempedomani 

indikasi kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun dalam RPJMD dalam 

merencanakan program/kegiatan. 

 

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan 

Purwodadi dalam pelaksanaan urusan pelayanan masyarakat, maka peningkatan 

kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan menjadi hal yang mutlak dilakukan 

secara sistematis dan terstruktur. 

 

2.2 Isu-isu Aktual Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 

   Berdasarkan pengamatan terhadap kondisi internal Kecamatan Purwodadi 

berupa kekuatan (strengths) dan kelemahan (weaknesses) serta kondisi eksternal 

berupa peluang / kesempatan (opportunties) dan ancaman (threats) yang melekat 

pada Kecamatan Purwodadi  dapat di identifikasikan.  

Identifikasi atas keempat aspek positif dan negative tersebut akan menentukan 

strategi yang tepat dalam rangka mencapai tujuan organisasi. 

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan 

Purwodadi bahwa ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut : 

 

1) Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari 

Bupati Pasuruan kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk 



mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya 

penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat 

dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan 

strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik 

potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non 

pemerintah,  potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam 

mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian 

tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Pasuruan; 

2) Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di 

wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan 

kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih 

pada pembangunan peningkatan insfrastruktur wilayah guna 

mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya 

kewajiban pengusaha untuk sungguh–sungguh memperhatikan 

Company/Coorporate Social Responsibility ( CSR ), maka kecamatan 

harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya 

peningkatan kesejahteraan masyarakat; 

3) Pelayanan Prima. Kecamatan sebagai salah satu PD di Pemerintah 

Kabupaten Pasuruan yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka 

harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada 

masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum 

dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada 

tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan 

prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara 

normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya 

dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali  kepercayaan 

masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada 

akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamikan 

ativitas  masyarakat; 

4) Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. 

Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka 

penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan 

masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus 

mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. 

Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber 

daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur; 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 

 

3.1 Tujuan  dan Sasaran Perubahan Renja Perangkat Daerah 

Tujuan Perubahan Renja Kecamatan Purwodadi Tahun 2024 adalah:    

a.  Menjabarkan  Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Purwodadi 2024- 

2026 kedalam rencana program dan kegiatan tahunan seesuai visi dan misi  

yang telah ditetapkan.  

b. Memberikan pedoman bagi pemangku kepentingan dalam melaksanakan 

program dan kegiatan tahun 2024. 

c. Menciptakan kepastian dan strategis perencanaan program dan kegiatan 

diantara Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian pada Kecamatan Purwodadi. 

d. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas perencanaan alokasi pagu anggaran  

yang sudah ditetapkan oleh Bappelitbangda Kabupaten Pasuruan kedalam 

rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.  

      Sasaran Perubahan Renja Perangkat Daerah 

Sasaran Perubahan Renja  Kecamatan Purwodadi Tahun 2024 adalah 

hasil yang akan dicapai seccara nyata dengan rumusan yang lebih spesifik 

dan dapat diukur capaiannya lewat indikator yang telah ditetapkan dalam 

jangka waktu relatif pendek yaitu satu tahun berkesinambungan sehingga 

dapat sejalan dengan tujuan yang ditetapkan    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NO 
TUJUAN/SASARAN 

STRATEGIS 
INDIKATOR KINERJA SATUAN 

TARGET 

AWAL  

TARGET 

PERUBAHAN 

1 2 3 4 5  

1 Tujuan : 

Meningkatnya Kualitas 

Pelayanan di Tingkat 

Kecamatan 

Indeks Kepuasan 

Masyarakat (IKM) 

Kecamatan 

- 90 90 

 Sasaran  1 

Meningkatnya 

Pelayanan Publik dan 

Pemberdayaan 

Masyarakat Desa 

1.1 Persentase 

Penyelenggaraan 

kecamatan  

Persen  100 100 

 Sasaran  2 

Meningkatnya 

Akuntabilitas Kinerja PD 

2.1 Nilai Sakip 

Perangkat Daerah 

- 73 73 

 

3.2 Program ,Kegiatan dan Sub Kegiatan 

Program diperlukan dalam proses menentukan jumlah anggaran dan 

jenis sumber daya yang dibutuhkan dalam setiap kegiatan yang memperhatikan 

azas efisiensi dan efektivitas. Adapun renja perubahan ini merupakan efisiensi 

dari kegiatan-kegiatan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan tahun 2024.  

Adapun  Program dan kegiatan Kecamatan Purwodadi terdiri dari 6 

(enam) Program yaitu : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan dan 16 (lima belas) sub kegiatan, 

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik terdiri dari 1 

(satu)  kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan, Program Pemberdayaan Masyarakat 

Desa dan Kelurahan terdiri dari 1 (satu)  kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan, 

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terdiri dari 1 (satu) 

kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan, Program Penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan Umum terdiri dari 1 (satu)  kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan, 

Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 1 (satu)  kegiatan dan 

1 (satu) sub kegiatan, dan Non Urusan ,Urusan Pemerintahan Bidang XX  

Untuk selengkapnya pada program dan kegiatan dapat dilihat pada lampiran 

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 

1 (satu)  kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan. 

 

 

 

 




